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RINGKASAN

PUTRI KARTIKA ANGGRAINI, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, Juni 2015, IMPLEMENTASI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TENTANG DESA (STUDI DI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG), HERLIN WIJAYATI,
SH.MH.

Pada skripst ini penulis mengangkat permasalahan Implementasi Pengelolaan
Alokasi Dana Desa Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Pelaporan
pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tidak tertib, sering terjadi keterlambatan
pelaporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Keterlambatan pencairan
Alokasi Dana Desa akibat dari terlambatnya Desa membuat Surat
Pertanggungjawaban, karena Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi
Dana Desa tahap sebelumnya merupakan persyaratan untuk mencairkan Alokasi
Dana Desa tahap berikutnya.

Berdasarkan masalah di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1)
Bagaimana implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Jombang? (2) Apa hambatan yang terjadi dalam mengelola Alokasi Dana Desa?
(3) Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi?

Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan
pendekatan sosiologi. Lokasi penelitian di Kabupaten Jombang, karena dalam
pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang masih terdapat
permasalahan tentang pelaporan pertanggungjawaban alokasi dana desa pada
setiap desa. Populasi dalam penelitian ini adalah 302 desa di Kabupaten Jombang,
sampel yang dipilih hanya 5 desa yang mewakili populasi yang ada. Teknik
sampling yang digunakan dengan cara Purposive sampling. Jenis data primer
dianalisis menggunakan teknis analisis deskripriptif kualitatif. Data yang
diperoleh dengan cara wawancara dengan informan yang berkompeten
dibidangnya, data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas
permasalahan yang ada bahwa terlambatnya pencairan Alokasi Dana Desa karena
tidak adanya aturan yang jelas mengenai batas waktu penyampaian laporan
pertanggungjawaban, sumber daya manusianya kurang profesional, kurangnya
koordinasi antar unit kerja, perubahan anggaran, pergantian bendahara desa 2
tahun sekali. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa adalah kurang siapnya
Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, pelaksanaan kegiatan
yang tidak sesuai dengan perencanaan. Dalam menghadapi hambatan, solusi yang
ditempuh salah satunya adalah perekrutan Tenaga Pendamping Alokasi Dana
Desa serta pemberian pembinaan, pelatihan, serta monitoring dan evaluasi kepada
Pemerintahan Desa.
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SUMMARY

PUTRI KARTIKA ANGGRAINI, CONSTITUTIONAL LAW, FACULTY OF
LAW, BRAWIJAYA UNIVERSITY, JUNE 2015, IMPLEMENTATION OF
THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS ALLOCATION BASE
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 43 OF 2014 CONCERNING THE
IMPLEMENTING REGULATIONS OF LAW NUMBER 6 OF VILLAGE
(STUDY IN LOCAL GOVERNMENT OF JOMBANG REGENCY), HERLIN
WIJAYATI, SHMH.

In the thesis, Jombang Regency the author raises the issue is Implementation Of
The Management Of Village Funds Allocation Base Government Regulation
Number 43 Of 2014 Concerning The Implementing Regulations Of Law Number
6 Of Village (Study In Local Government OF Jombang Regency). Reporting
accountability village funds allocation disorderly , often, implementation has been
delaying reporting accountability village funds allocation. Delays in the
distribution of village funds allocation a result of delays of village made a letter
accountability , those letters accountability the implementation of village funds
allocation the earlier stages was required to liquefy village funds allocation the
next stage.

Based on the problem above, this thesis intended to answer some of research
problems: (1) How is the implementation of the management of the Village Fund
Allocation in Jombang? (2) What are the obstacles that occur in managing the
Village Fund Allocation? (3) What the efforts in overcoming the barriers that
happen?

The method is using the thesis juridical empirical method in sociology approach.
The location of research in Jombang Regency, because the implementation of
budget rural Jombang Regency there are still problems with the stewardship of
allocation village in every village. The population at 302 in this research are rural
Jombang Regency samples are only 5 villages to represent the population there.
Sampling techniques used the sampling purposive. The primary data qualitative
analysis using technical descriptive analysis. Date obtained in an interview with
the informant who is competent in their field, data obtained by means of a
secondary literature study.

Based on the method of research above, the writer received the answer to the
existing problems that delays of the distribution of village funds allocation
because the absence of clear rules about the time limit the delivery of the
accountability reports, human resources are lacking professional, lack of
coordination among the units work, budget changes, The new device village
(treasurer village) every two years treasurer always replaced. Obstacles faced by
the village government is less ready to the village government in managing the
allocation of village funds, the implementation of activities not in accordance with
the planning. In the face of obstacles, one is a solution that travel companion
village funds allocation of labor and the provision of guidance, training, as well as
monitoring and evaluation to the village administration.
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